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Berkembangnya masalah merek dewasa ini merupakan konsekwensi logis dari bertambah ramainya dunia
perdagangan. Dan sgjalan dehgan semakin pesatnya arus perdagangan tersebut, masuk pula pengaruh-
pengaruh asing ke Indonesia sehingga menimbulkan orientasi pada konsumen kita bahwa segala sesuatu
yang bermerek luar negeri itu baik. Keadaan ini tentunyatidak akan disia-siakan begitu sgja oleh para
produsen/pengusaha yang cepat tanggap terhadap kehendak konsumen. Ironisnya hal ini kemudian terwujud
dengan dipal sukannya atau ditirunya merek-merek asing tersebut oleh para produsen/pengusaha kita dengan
maksud agar produk-produk yang dipasarkannya tersebut laku terjual dan menjadi laris di pasaran. ' Hal ini
dilakukan mereka karena di dalam UU Merek 1981 tidak ada ketentuan yang- mengatur mengenai larangan
pemakaian merek [uar negeri. Namun keadaan ini justru menimbulkan kecaman dari pihak pemilik merek
asing yang mereknya ditiru/dipal su tersebut. Sebagai salah satu negara anggota Konyens Paris, Indonesia
tentunya harus memperhatikan " kritikan ini. Karenanya kemudian dikeluarkanlah Surat K eputusan Menteri
Kehakiman Rl No. M.02-HC.01.01 tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Merek Y ang Mempunyai
Persamaan Dengan Merek Terkenal Orang Lain. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya SK Menteri
ini adalah bahwa pemakaian merek terkenal milik orang lain tersebut akan menyesatkan masyarakat tentang
asal-usul serta kwaiitas sesuatu barang sehingga masyarakat akan keliru untuk memilih barang yang
bermutu baik . Mengingat usia UU Merek yang sudah relatif' tua dan efektivitasnya yang kurang mengenai
sasaran lagi, maka adalah wajar apabila dalam perkembangan selanjutnya peraturan ini seringkali kurang
mampu lagi mengatasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang ada. Oleh karenanya perlu segera
dilakukan revisi terhadap undangundang ini agar mengenai sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan
pembangunan.
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